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BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPAT] SERAM BAGIAN BARAT 
NOMOR OI TAHUN 2017 

TENTANG 

S A L I N  A N  

Menirbag 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERAM AGIAN BARAT, 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 0I Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram agian Barat perlu ditetapkan dengan 
Peraturan bupati, 

• 



b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Seram Bagian Barat Tahun nggaran 2017; 

���\---·--- - --- - 
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Mengmgat I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarann Negara yang bersih dan bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noror, 75 

Tam bahan Lembaran Negara Nomar 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286), 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru d Provinsi Maluku, [Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4350] 

4 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355, 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4400]; 

• 



---------- 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norr 44421% 

7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438, 

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara epublik Indonesia Tahun 201I Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik indonesia 5234; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lmbaran Negara Nomor 5587]; 
sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia iomor 5679 

0. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tun 200O tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah {Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahae 
Uembaran Negara Nomor 4028]; 



- ---------- 

1 ]  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan ates 

Penyvclenggaraan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmr 44090), 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200I tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 200I Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138, 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

NOmor 4139; 

14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuargan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralvat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4416), 

scbagaimana telah dibah leberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Ral@yat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200T 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

mum [Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502}; 



---- --- - 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akeuntansi Pemerintahan 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembarar 
Negara Republik Indonesia Nomor 503, 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574]; 

18. Peraruran Pemerintah Nomor 55 Tahun 20OS tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Noror 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noor 4575]; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Taun 20OS tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4576), 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5? Tahun 2005 tentang Hibah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nmor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4577, 

21 .  Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republk 

Indonesia Nomor 4578 



----- --- -- .. ------ . -------- 

22. Peratruran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 005 Nomor 150 
Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4585) 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kcuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tamnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614]; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 2] Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampua 
Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungawaban Penggunaan Bclanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara engembaian 

Tunjangan Komumikasi Intensif dan Dana Operasional; 
• 

25. Peraturan Menter Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalen 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negera Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310; 

26. Peraturan Menten Dalam Negeni Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang BHersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Femberian 

Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541, 



----- -------- 

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 874, 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagan Barat Tahun 2016 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0145, 

29, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Lembaran 

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah 

No1or 0126; 

30 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi dasa Umun, Lembaran Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

0135, 

31 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, Lembaran Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Nornor 

0136, 

32. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi erizinan Tertentu, Lembaran Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

0137, 



Menetapkan 

-------------- - . -· -- - 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARAH 

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHU N ANGGARAN 2017 

Pasal l 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas 

Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah RD. 30,682,244,787.00 

b. Dana Perimbangan Rp. 812,389,795,000.00 

c Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 89,703,769,898. 

Jumlah Pendapatan Rp 932,775,809,685 00 

2 Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2 Bclanja Hibah 

3, Belanja Bantuan Sosial 

4] Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada Provinsi/Kabupaten/ 

Kota dan Pemerintah Desa 

5] Belanja Tak Terduga 

Rp 

Rp 

RD. 

Rp 

Rp. 

354,586,425,026.00 

15,766,000,000 00 

640,000,000.00 

142,032,071,769 50 

1,500,000,000.00 

Rp. 514,524,496,795.50 



b Belanja L-angsung 

I) Belanja Pegawai Rp. 15,112,135,833.00 

2) Bclanja Barang dan dasa Ro 232,902,310,658.00 

J) Belanja Modal Rn 197,583,676,300.50 

RD 445,598,122,791.50 
umiah Belanja RP 960.122,619,587.00 
Surplus / (Defisit) (Rp 27,346,809,902.00) 

3 embiayaan 

a Pencrimaan Rp 31,346,809,902.00 

b. Pengeluaran RD 4.,000,000,000 00 

Jumlah Pembiayaan Netto RD2 27,346.809,902.00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0.00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaiaman dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran f 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati ini 



------------------ -- - . 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimanta tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagan yang tidak terpisahkan 
, 

dari Peraturan Bupati Deram Dagan Barat. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ii dituangkan lebih lanjut dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang­ 

undangan 

Pasal 6 

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ii dalam Derita 
Dacra 



--------- - ---  .  -- - - ·- - - 

Diundangka di Fir u 
pada Tanggal 19 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAG!AN BARAT 

MANSUR TUHAREA. SH 

BERITA DAERAH KARUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 0133 

Salinan sesuai dengan aslinya 

AC[AN HUKUM 

f 

MALLO. SH 

ATA k I/Id 
NIP- 19730819200501 1 006 

Ditetapkan di Piru 

pada tanggal 9 Januari 2017 

PENJABAT BUPATT SERAM BAGIAN BARAT 

ttd 

UJIR HALID 


